



1. Analisis Konteks dalam Program Skrining IMS dengan VCT di LP 
Wanita Klas II A Kota Malang 
Berdasarkan hasil evaluasi konteks program skrining IMS dengan VCT 
di LP Wanita Klas II A Kota Malang, terdapat masalah-masalah yang melatar 
belakangi pelaksanaan program adalah kasus HIV dan IMS yang terjadi pada 
narapidana/ WBP, dimana faktor risiko yang tinggi terjadi pada mereka, serta 
tempat penelitian merupakan Lapas wanita yang berisiko dan mempunyai 
keluhan keputihan, untuk mendapatkan terapi yang tepat. Seperti halnya 
dalam teori dijelaskan bahwa WBP memasuki lembaga pemasyarakatan 
memiliki resiko IMS yang tinggi diantaranya Klamidia, Gonore, Sifilis dan 
HIV. perempuan yang di penjara mempunyai resiko HIV/ AIDS lebih tinggi 
0,4 % dan memiliki ketergantungan narkoba dari pada laki-laki. Perilaku 
berisiko tersebut lebih tinggi daripada laki-laki disebabkan karena beberapa 
faktor yang kompleks (Binswanger et al., 2014; Wiehe et al., 2015). Dari hasil 
dan teori tersebut, perilaku yang berisiko pada wanita yang berada di Lapas 
lebih tinggi, dari pekerjaan dan latar belakang kasus yaitu sebagian besar 
WBP di LP Wanita Klas II A Kota Malang adalah penyalahgunaan Narkoba, 
sedangkan pekerjaan adalah Wanita pekerja seksual, pemandu lagu dan 
pekerjaan lainnya. Terbatasnya layanan skrining dan tes di Lembaga 
Pemasyarakatan  petugas lembaga pemasyarakatan mengalami kendala dalam 
memperkirakan jumlah prevalensi IMS dan HIV. Dengan demikian 
pemeriksaan atau layanan HIV dan IMS diperlukan pada seluruh Lapas di 
Indonesia di setiap Lapas.  
Temuan yang didapatkan peneliti, pada perencanaan program skrining 
IMS dengan VCT, rapat koordinasi dilaksanakan setelah program skrining 
IMS dengan VCT berjalan. Menurut Sulaeman (2014) dalam suatu program 
lintas sektoral diselenggarakan Lokakarya Mini Tribulan dengan tujuan, 
pembentukan tim yang dilakukan melalui dinamika kelompok; mendapatkan 
informasi lintas sektoral; mendapatkan informasi tentang program kesehatan; 
mendapatkan informasi tentang kebijakan program dan konsep baru. Hal ini 
dilaksanakan awal sebelum memulai suatu program.  
Dasar-dasar pelaksanaan skrining IMS dengan VCT tertuang pada 
Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2014 
tentang pedoman pelaksanaannya konseling dan tes HIV, pasal 6 Ayat 1 yaitu 
pelayanan konseling dan tes HIV harus dilaksanakan di setiap fasilitas 
pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kesehatan di lingkungan 
TNI/POLRI, Lapas/rutan, tempat kerja dan fasilitas pelayanan kesehatan yang 
ditujukan untuk tenaga imigran (Kementerian Kesehatan RI, 2014).  
Kerjasama yang dilakukan dengan layanan kesehatan yaitu Dinas 
Kesehatan Kota Malang, untuk memberikan layanan skrining kepada WBP di 
Lapas. Hal ini berdasarkan Surat Edaran Nomor 129 Tahun 2013 tentang 
Pelaksanaan Pengendalian HIV/ AIDS dan Infeksi Menular Seksual dimana 
salah satu upaya adalah melaksanakan layanan kesehatan untuk Infeksi 
Menular Seksual dan meningkatkan penemuan atau kasus melalui skrining 
rutin. .  
Dari kebutuhan layanan pemeriksaan HIV/ IMS yang dibutuhkan di 
Lapas terutama skrining IMS dengan VCT di LP Wanita Klas II A Kota 
Malang mempunyai tujuan dari pelaksanaan diantaranya menurunkan angka 
kematian dan kesakitan, meningkatkan derajat kesehatan, memberikan 
layanan kesehatan dan pengobatan dapat dilakukan secara tepat. Seperti 
halnya yang tertuang dalam teori yaitu, program skrining IMS dengan VCT  
merupakan sarana layanan kesehatan dengan upaya untuk menanggulangi 
HIV/ AIDS dengan menemukan kasus lebih awal kemudian pemberian 
pengobatan dan dukungan dapat dilakukan untuk mencegah penularan serta 
meningkatkan kualitas hidup bagi ODHA (Tasa et al, 2016). Dengan adanya 
penemuan kasus lebih dini maka pengobatan dari WBP dengan HIV pun dapat 
dimulai dan didampingi oleh konselor sehingga kualitas hidup ODHA 
sangatlah baik, mereka dapat hidup sama seperti WBP normal lainnya dalam 
satu blok atau kamar. Pendampingan konselor dan dukungan dari tenaga 
kesehatan di Lapas membuat kualitas hidup ODHA meningkat.    
2. Analisis Input dalam Program Skrining IMS dengan VCT di LP Wanita 
Klas II A Kota Malang 
Analisis Input pada evaluasi program ini terdiri dari tenaga kesehatan, 
jadwal pelaksanaan, sumber dana, sarana prasarana dan ketersediaan reagen. 
Tenaga kesehatan yang terlibat merupakan sumber daya manusia yang 
mempunyai peran penting dalam kegiatan skrining IMS dengan VCT di LP 
Wanita Klas II A Kota Malang.  
Tenaga kesehatan yang terlibat dalam pelaksanaan skrining IMS dengan 
VCT merupakan tenaga kesehatan yang terlatih, layanan VCT 
diselenggarakan baik di Puskesmas, Rumah sakit maupun mobile dilakukan 
oleh tenaga yang terlatih (Cheng et al, 2016).  Tenaga kesehatan yang terlatih 
menjadi syarat dalam memberikan layanan atau melaksanakan tindakan sesuai 
dengan SOP.  
Sumber dana atau pembiayaan dari Skrining IMS dengan VCT ini 
berasal dari dana eksternal yaitu Global Fund (GF) dan Dinas Kesehatan Kota 
Malang. Kegiatan skrining ini terdiri dari VCT dan tes IMS. Masing-masing 
kegiatan mempunyai dukungan dari luar Dirjen Pemasyarakatan Kementerian 
Hukum dan HAM. Untuk VCT  didanai oleh GF dan sebagian untuk 
reagennya dari Dinas Kesehatan Kota Malang. Sedangkan untuk tes IMS 
didukung oleh Dinas Kesehatan Kota Malang. Pembiayaan atau pendanaan 
tidak hanya diberikan di Indonesia saja, seperti di Cina layanan HIV gratis 
yang dibantu oleh lembaga pendanaan internasional kepada masyarakat di 
sana, sehingga jumlah masyarakat yang diperiksa meningkat dalam dekade 
terakhir ini (Cheng et al, 2016). Pendanaan Internasional ini, sangat 
membantu dalam meningkatkan layanan kepada kelompok berisiko maupun 
masyarakat umum.  
Sarana prasarana dalam program kegiatan skrining IMS dengan VCT, 
didukung oleh Tim IMS mobile Puskesmas Arjuno Kota Malang seperti 
peralatan laboratorium seperti mikroskop, sentrifuge, dan lain-lain. Untuk 
Lapas menyediakan sarana pendukung lainnya seperti bed gyn, lampu sorot, 
ruang tunggu, serta meja kursi untuk petugas Tim IMS mobile dan para 
narapidana. 
Ketersediaan reagen dalam program skrining di LP Wanita Klas II A 
Kota Malang bergantung pada ketersediaan dari Dinas Kesehatan Kota 
Malang yang didistribusikan oleh tim IMS mobile Puskesmas Arjuno Kota 
Malang. Sampai dengan Desember 2016 ketersediaan reagen cukup memadai. 
Pada bulan Febuari 2016 pernah terjadi keterlambatan reagen dikarenakan 
gagal lelang. Gagal lelang terjadi karena proses pelelangan tidak sesuai 
dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Peraturan Presiden 54 Tahun 
2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, dengan peserta yang tidak 
memenuhi kualifikasi. Namun keterlambatan tersebut tidak lama dan segera 
terpenuhi. 
3. Analisis Proses Skrining IMS dengan VCT di LP Wanita Klas II A Kota 
Malang. 
Pada evaluasi proses terdapat beberapa komponen diantaranya adalah 
standar pelaksanaan, implementasi program, kegiatan orientasi atau pelatihan, 
pencatatan dan pelaporan, hambatan program, manfaat program dan peran 
konseling. Teori sistem yang dikemukakan oleh Talcott Parsons adalah satu 
sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain 
dan bagian yang satu tidak dapat berfungsi tanpa adanya hubungan dengan 
bagian yang lainya, hal ini sesuai dengan keterkaitan antar komponen didalam 
proses. Talcott Parsons juga mengemukakan fungsi dikaitkan sebagai segala 
kegiatan yang diarahkan kepada memenuhi kebutuhan atau kebutuhan-
kebutuhan dari sebuah sistem (Ritzer, 2012). 
Kebutuhan-kebutuhan dalam sebuah program skrining ini meliputi 
sarana prasarana, tenaga kesehatan dan pemeriksaan HIV/ IMS. Standar 
pelaksanaan skrining IMS dengan VCT di LP Wanita Klas II A Kota Malang 
sesuai dengan Standar operasionl prosedur atau SOP. Pada pelaksana tim IMS 
mobile Puskesmas Arjuno Kota Malang mempunyai SOP VCT dan IMS 
sedangkan Lapas mempunyai SOP pelaksanaan VCT saja. Standar 
pelaksanaan yang dilakukan pada program skrining VCT yang terintegrasi 
telah sesuai dengan prosedur.  
Implementasi program skrining IMS dengan VCT di LP Wanita Klas II 
A Kota Malang merupakan rangkaian pelaksanaan yang dilaksanakan petugas 
kesehatan baik dari poliklinik Lapas maupun dari tim IMS mobile Puskesmas 
Arjuno terhadap para WBP yang menjadi peserta pemeriksaan. Dari 
banyaknya WBP yang beresiko maka pelaksanaan skrining dan VCT 
dilaksanakan, pada prinsipnya VCT merupakan pemeriksaan yang bersifat 
sukarela, namun karena WBP beresiko Lapas menyarankan dengan 
pendekatan konseling kepada mereka dan masing-masing WBP yang akan 
mengikuti tes akan menandatangani persetujuan. Menurut Royeen et al (2013) 
klien yang bersedia dilakukan tes, sebelumnya konselor memberikan pre tes 
dan konseling kemudian diminta untuk menandatangani lembar persetujuan 
untuk tes HIV, peserta mendapatkan nomor register setelah itu dilakukan 
pengambilan darah dan hasil dapat segera diketahui. Hal ini sesuai dengan 
pelaksanaan atau implementasi dari program VCT di LP Wanita Klas II A 
Kota Malang. 
Implementasi program telah sesuai alur yang dijelaskan pada SOP 
Klinik VCT layanan mandiri, seperti dibawah ini: 
(Family Health International, 2007) 
Gambar 5.1 Alur pemeriksaan VCT Mandiri 
Pada gambar 5.1 diatas tahapan skrining VCT di Lapas sesuai dengan 
bagan tersebut, namun pelaksanaan konseling pre tes dilaksanakan sebelum 
hari H pemeriksaan HIV yang dilakukan oleh konseling Lapas. Kemudian 
konseling pasca tes/ post tes dilaksanakan setelah kegiatan di lain hari 
menyesuaikan dengan kegiatan WBP.   
Kegiatan orientasi atau pelatihan merupakan kegiatan diperuntukan 
tenanga kesehatan untuk meningkatkan ketrampilan dan memperbarui 
pengetahuan sesuai dengan prosedur. Meningkatkan kemampuan atau 
ketrampilan khusunya pada kegiatan skrining IMS dengan VCT dilakukan 
pada masing-masing institusi. Pada tenaga kesehatan LP Wanita Klas II A 
Kota Malang pelatihan atau workshop diadakan oleh Kementerian Hukum dan 
HAM sedangkan pada tim IMS mobile Puskesmas Arjuno diselenggarakan 
oleh Dinas Kesehatan Kota Malang. Pada keduanya masing-masing 
mempunyai konselor terlatih yang telah mengikuti pelatihan.  
Seseorang yang mengikuti pelatihan dengan Modul Pelatihan Konseling 
dan Tes yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 
dan pelatihan diakreditasi oleh Badan Pengembangan dan Pemberdayaan 
Sumber Daya Manusia (BPPSDM) Kementerian Kesehatan. Peserta pelatihan 
dapat berasal dari jajaran Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan, LSM, RS 
pemerintah dan swasta, institusi kesehatan lainnya atau mereka yang peduli 
HIV (Kementerian Kesehatan RI, 2013).  
Pencatatan dan pelaporan hasil pelaksanaan skrining IMS dengan VCT 
di LP Wanita Klas II A Kota Malang dilakukan oleh tenaga kesehatan Lapas 
dan Tim IMS mobile Puskesmas. Pencatatan dilakukan pada buku register 
Lapas dan Puskesmas, kemudian tim IMS mobile puskesmas bagian Record 
and Report melaporkan kepada Sistem Informasi HIV AIDS (SIHA) secara 
online, yang kemudian pasien dengan HIV positif mempunyai nomor 
registrasi online se-Indonesia. Untuk pelaporan Lapas dari hasil skrining IMS 
dengan VCT dilaporkan pada setiap bulan kepada Dirjen Pemasyarakatan 
Jawa Timur. 
Salah satu komponen penting dari monitor dan evaluasi adalah  
pencatatan dan pelaporan, yang bertujuan mendapatkan data untuk diolah, 
dianalisis, diinterpretasi, disajikan dan disebarluaskan untuk dimanfaatkan. 
Data yang dikumpulkan harus valid (akurat, lengkap dan tepat waktu) 
sehingga memudahkan dalam pengolahan dan analisis. Sistem pelaporan juga 
dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan dimana terdapat SIHA atau 
Sistem Informasi HIV AIDS dan IMS yang menerima data. Sistem ini 
mendukung manajemen data tingkat layanan kabupaten, kota, provinsi dan 
nasional (Kementerian Kesehatan RI, 2013). 
Setiap program yang telah dilaksanakan tentunya memiliki hambatan-
hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan-hambatan ini dapat terjadi karena 
salah satu komponen input yang lemah dan saling ketergantungan dengan 
sarana yang lain. Hambatan dalam program ini meliputi sarana prasarana, 
sumber daya manusia yang terbatas dan waktu atau jadwal pelaksanaan 
program. 
Hambatan dalam tenaga kesehatan atau sumber daya manusia dalam 
program ini adalah tidak adanya tenaga analis laborat pada poliklinik Lapas 
dan petugas tim IMS/VCT mobile juga memiliki tugas pokok dalam layanan 
di puskesmas, tidak terdapat petugas khusus mobile IMS/ VCT yang melayani 
di tempat  atau di hotspot berisiko. Hal ini menyebabkan skrining IMS dengan 
VCT dilaksanakan hanya satu bulan sekali.   
Hambatan berikutnya adalah sarana prasarana yang dimiliki oleh 
poliklinik Lapas yang masih terbatas. Menurut Sulaeman (2014) dalam suatu 
program atau layanan kesehatan diperlukan sarana prasarana yang menunjang 
untuk berlanjutnya suatu layanan atau program. Namun hal ini tidak sejalan 
dengan sarana laboratorium Lapas sehingga harus bekerja sama atau membuat 
MoU dengan Dinas Kesehatan Kota Malang untuk melaksanakan skrining 
pada WBP. Hal ini membuat para WBP maupun narapidana baru yang 
berisiko tidak bisa langsung melakukan pemeriksaan. Pada pemeriksaan IMS 
juga sifatnya berdasarkan gejala yang muncul pada hari mendekati jadwal 
skrining dapat mengikuti tes IMS. 
Pada tenaga kesehatan terlatih yang bertugas didalam Lapas 
memberikan informed consent kepada setiap narapidana atau tahanan baru 
dengan menyetujui pemeriksaan tuberkulosis dan sifilis yang bersifat wajib, 
sedangkan tes HIV bersifat sukarela (Rosena et al, 2015). Pada LP Wanita 
Klas II A Kota Malang, dilaksanakan pemeriksaan namun terbatas oleh sarana 
prasarana dan jadwal pemeriksaan yang dilaksanakan satu bulan sekali. 
Setiap kegiatan atau program skrining tentunya memperoleh manfaat 
dari kegiatan tersebut, meskipun terdapat hambatan-hambatan dalam 
kegiatannya program skrining adalah suatu program yang baik untuk 
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya WBP. Dari berbagai 
kalangan dan latar belakang WBP, resiko terjadinya IMS serta HIV sangatlah 
tinggi. Oleh sebab itu pelaksanaan skrining dilaksanakan untuk mencapai 
manfaat dari program ini diantaranya: meningkatkan derajat kesehatan WBP, 
menurunkan angka morbiditas dan mortalitas, serta melaksanakan pengobatan 
lebih dini. Petugas kesehatan yang melaksanakan program ini juga 
memperoleh manfaat yaitu meningkatkan skill atau kemampuan dalam 
melaksanakan tindakan.  
Peran konselor pada saat melaksanakan VCT sangatlah penting, 
konselor di LP Wanita Klas II A Kota Malang berjumlah 2 orang dan sudah 
mengikuti pelatihan sebagai konselor. Untuk meningkatkan cakupan peserta 
skrining VCT, peran konselor yang penting. Pada saat pendampingan pre tes, 
kemudian selama tes dan post tes, sampai dengan pendampingan saat 
mengkonsumsi ARV bagi WBP yang positif. Pada IMS/ VCT mobile yang 
terdiri dari petugas kesehatan, konselor, teknisi laboratorium, tenaga 
administrasi dan pembantu umum. Dilakukan pra dan pasca konseling yang 
bertujuan untuk mengetahui kelompok risiko, prosedur ini telah 
dikembangkan oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit. Dilakukan 
pendekatan dengan konseling yang berpusat pada penilaian individu yang 
berisiko (Rooyen et al, 2013). Tenaga kesehatan yang terlibat mempunyai 
peran yang penting pada pelaksanaan.  
 
 
4. Analisis Produk dalam Program Skrining IMS dengan VCT di LP Wanita 
Klas II A Kota Malang. 
WBP di LP Wanita Klas II A Kota Malang mempunyai siklus untuk 
pergantian narapidana atau tahanan baik yang masuk maupun yang bebas 
sehingga penghitungan cakupan narapidana atau tahanan baru yang mengikuti 
VCT di rata-rata per bulan dalam satu tahun. Hasil cakupan narapidana dan 
tahanan baru yang mengikuti skrining VCT rata-rata per bulan dalam satu 
tahun adalah 20,8 atau 21 orang mengikuti tes HIV dalam setiap bulannya. 
Hasil cakupan tersebut cukup rendah dibandingkan dengan jumlah populasi 
atau penghuni di Lapas sekitar 419 orang. Hal ini disebabkan karena 
pelaksanaan skrining dilaksanakan hanya satu bulan sekali dengan 
pembatasan kuota. Untuk skrining HIV dilakukan kepada seluruh narapidana 
baru pada saat BAP kesehatan. Pada pelaksanaan VCT terkendala kuota dari 
pelaksanaan karena keterbatasan waktu dari tim IMS/ VCT mobile Puskesmas 
Arjuno Kota Malang. Kegiatan ini cukup efektif dalam menemukan kasus 
baru IMS dan HIV namun bila melihat cakupan dari penelitin ini cukup 
rendah. Peningkatan kuota terjadi pada saat peneliti melakukan penelitian 
yaitu pada bulan November dan Desember 2016 berjumah > 30 WBP. 
Dari hasil cakupan sama halnya dengan rata-rata pada tahun 2011, WBP 
di Rutan Klas I Cipinang  yang mengikuti Tes HIV dalam satu bulan 23 orang 
dengan jumlah WBP kurang lebih 1700 WBP. Jumlah cakupan tersebut sangat 
rendah dengan jumlah total WBP (Syafitri, 2012). Cakupan pada Rutan Klas I 
Cipinang sangatlah rendah, hal ini disebabkan karena tes HIV bersifat 
sukarela atas kemauan sendiri dan tanpa paksaan sehingga cakupan sangat 
rendah.  Hal ini tentunya bila dibandingkan dengan cakupan pada LP Wanita 
Klas II A Kota Malang pada tahun 2016 lebih besar dari pada Rutan Klas I 
Cipinang. 
Menurut syafitri (2012) cakupan di Rutan Klas I Cipinang sangatlah 
rendah dari pada hasil cakupan pelaksanaan skrining VCT di LP Wanita Klas 
II A Kota Malang, namun upaya yang dapat dilakukan untuk terus 
meningkatkan cakupan sehingga seluruh WBP mendapatkan layanan ini 
secara berkala diantaranya (1)  menyediakan fasilitas laboratorium di 
Poliklinik Lapas; (2) merekrut tenaga analis laboran di poliklinik Lapas; (3) 
mengadakan kegiatan VCT dan IMS setiap Narapidana/ Tahanan baru pada 
saat BAP Kesehatan. Upaya-upaya tersebut tentunya menjadi masukan kepada 
Stakeholder dalam hal ini Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkum 
HAM RI.  
B. Keterbatasan 
Dalam penelitian ini, terdapat keterbatasan diantaranya peneliti tidak 
diperbolehkan membawa media perekam, kamera dan media yang lain di LP 
Wanita Klas II A Kota Malang karena sudah menjadi peraturan dan ketentuan. 
Sehingga peneliti tidak dapat merekam dan mendokumentasikan dengan baik 
oleh karena itu, peneliti menggunakan kuisioner pertanyaan terbuka dan 
mengkonfirmasi kembali jawaban informan dan mencatatnya. Di samping 
keterbatasan terdapat kekuatan dari penelitian ini, hasil dari penelitian ini dapat 
menjadi masukan kepada kedua pemangku kebijakan diantaranya adalah Dinas 
Kesehatan Kota Malang selaku pemangku kebijakan dalam layanan kesehatan di 
Puskesmas Arjuno Kota Malang dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan 
Kementerian Hukum dan HAM sebagai pemangku kebijakan dalam peningkatan 
derajat kesehatan WBP khususnya penyelenggaraan Skrining IMS dengan VCT. 
 
